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BUPATI BARITO UTARA
PROVIITSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAIT BUPATI BARITO UTARA
12022

PELIMPAIIAN KEWEITAI{GAT{ KEPN)A
KEPALA PERAITGXAT DAERAH SELAXU PE.IABAT PENGGUNA

AN(X}ARAN/BARANG DAL,II"III RANGKA PELAXSANAAN ANGGARAN
PEI{DA,PATAN DAN BELAITJA DAERAH KABUPATEIT BARITO UTARA

TAIIUN AN(X}ARAN 2022

Menimbang

BUPATT BARITO UTARA,

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran
2022 maka dipandang perlu melimpahkan kewenangan
kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna
Anggaran/ Barang;

b. bahwa pejabat yang tersebut dalam lampiran keputusan ini
dipandang cakap dan marnpu sebagai Pengguna
Anggaran / Barang dalam rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Barito Utara tentang Pelimpahan Kewenargan Kepada
Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna
Anggaran/ Barang Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

lroMoR $e.$t 1
TENTANG

l. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tarnbahan lrmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 182O), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapi dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tatluo 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
?ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756\;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambal:,an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangal
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
L26,'fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438\;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14
Nomor 244, Tarrba}l.an Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor ll4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 TaL,un 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaral Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahrun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaal Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahurl 2O2l
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Beita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2l Nonor 9261;

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2O16 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2O16 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah



dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2O 16 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Tahun 2O2O Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

1 I . Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun
2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2O21 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerale Kabupaten Barito
Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2O16 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2018 Nomor 32);

13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Ta}rlun 2O27 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belalja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2O21 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah
selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Barang dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2O22, sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu
kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Pejabat Pengguna Anggaran/ Barang sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU adalah
1. Mempunyai tugas sebagai berikut :

a. men5rusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) ;

b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban Anggaran Belanja dan atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan

pembayaran;
f. melaksanakan pemungu.tan retribusi daerah;

Menetapkan :

KESATU

KEDUA



g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD

yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
1. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
m. dalam hal tidak tidak terdapat Pegawai ASN yang

menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan
pejabat fungsional selaku PPTK yang kriterianya sebagai
berikut:

1) pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai PPTK
setara dengan ASN yang menduduki jabatan
struktural satu tingkat dibawah kepala SKPD selaku
PA dan/ atau memiliki kemampuan manajerial dan
berintegritas;

2) pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai PPTK
menduduki jabatan sesuai dengan tugas dan
fungsinya

n. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang
dipimpinnya dalam ralgka Pengelolaan Keuangan Daerah;
dan

o. melaksanakan tugas iainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas
lainnya, melipuli:
a. menyusun anggaran kas SKPD;
b. melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli

daerah;
c. men5rusun dokumen Naskah Pe{anjian Hibah Daerah

(NPHD);
d. menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
e. men5rusun dokumen permintaal pengesahal pendapatan

dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD
melakukan pencatatan dan pengesalran Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersebut; dan

f. men5,r:sun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

3. Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) mempunyai
wewenang, meliputi:
a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan

pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(NPHD);

c. menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya

dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan



e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Pengeluaral Pembantu sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

4. Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan
wewenang melaksanakan pemungutan pajak daerah PA
melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang
ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKPD.

6. Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain
sebagai akibat:
a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran

sebelumnya;
b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada

penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerj aan sehingga
melampaui tahun anggaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. kewajiban iainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewaj iban tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

7. Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai
akibat:
a. perjanjian atau perikatan;
b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap; dan
d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan
jasa, PA bertindat sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan
bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen
pengadaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. PA bertanggung jawab atas
wewenangnya kepada kepala
daerah.

pelaksanaan tugas dan
daerah melalui sekretaris

Berdasarkan pertimbangan besaran anggaran kegiatan/ sub
kegiatan, lokasi dan/atau rentang kendali, maka Pengguna
Anggaran/Barang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barito
Utara, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

KETIGA



KEEMPAT

KELTMA

Barito Utara, Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Dinas
Kesehatan Kabupaten Barito Utara, Dinas Perumahan Ralqrat,
Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Barito Utara,
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara
dan Kecamatan Teweh Tengah, Kecamatan Montallat,
Kecamatan Lahei, serta Kecamatan Teweh Baru dalam
melaksanakan tugasnya dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada Kepala Bagian/Bidang/Unit pada
SKPD-nya selaku Kuasa Pengguna Anggaran lBarang.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara teweh
pada tanggal 3 Januari 2022

BARITO UTARA,

NADALSYATI

o U
Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1.. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
5. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Muara Teweh di Muara Teweh;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

*
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LAMPIRAN :

IIEPUTUSATI BUPATI BARITO UTARA
NoMoR 188.4sl 4 t2U22
TENTANG PELIMPhIIA.II KEWEIIA!{GAI\T XEPADA IIEPALA PERANGKAT I'AERAH
SELIU{U PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG DALAM RAI{GKA
PELAXSANAAII I$I(X}ARAN PENDIIPATAN DAN BELIINJA ITAERT{,H XABUPA?EN
BARITO UTARA TAIIUN ANCIGARAIII 2022

No.
Urul

lJnit Kerja /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan
Struktural/Pokok

Ditunjuk
Sebagai

Unit Kerja / Kelompok Belanja /
Program / Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 5 6

DINAS PENDIDIKAN

DTs. ARDIAN. M.Pd
NlP. 19671010199303 1 014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barilo Utara

Pengguna
Anggaran

DPA Dinas Pendidikan Kabupalen
Barito Ulara

- Belanja operasi
- Belanja Modal

2 DINAS KESEHATAN

H. SISWANDOYO, SKM., M.(es.
NtP. 19690715 199303 1 011

Pengguna
Anggaran

DPA Dinas Kesehatan
Kabupaten Barilo Uta.a

- Belanja Operasi
- Belanja Modal

DINAS PEKERJAAN UMUM OAN
PENA RUANG

M.IMAN TOPIK, SIP., M,Si,
NtP. 19700S23199101 1 001

Kopala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penalaan Ruarg
Kabupaleo Barito Ulara

Pengguna
Anggaran

DPA Danas Pekerjaan Umum dan

Kabupalen Barilo Utara

- Belanja Operasi
- Belanja Modal

DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
(AWASAN PERMUKITVIAN DAN

H. YASER ARAFAT, ST., MT
NtP. 19700804 199603 1 002

Kepala Dinas P€rumahan
Ralryal Kawasan Pemukiman dan

r'abupaien Barito Ulara

DPA Dinas Perumahan Ralryal,
Kawasan Permukiman dan Perlanahan
Kabupaten Ba.ilo Ulara

- Belanja operasi
- Belanja Modal

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMAOAM KEBAKARAN

Drs. LEDIANTO
NtP. 19620605 198503 1 025

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten Barilo Ulara

Anggaran
DPA Saluan Polisi Pamong
Praja Kabupateo Barito Utara

- B€lanja operasi
- Belanja Modal

6 DINAS SOSIAL. PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA

EVEREAOY NOOR, SE

NlP. 19670'125193902 1 001

Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Masyarakal

dan Desa Kab. Barito Ulara

Pengguna DPA D'nas Sosial, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Kabupaten Barito Utara

- Belanja Operasi
- Belanja Modal

1

lxepala oinas xeseharan

l*"*'-'""
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No.
llrut

unit Kerja /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan
Struktural/Pokok

Ditunjuk
S€bagai

unit Kerja / Kelompok Belanja I
Program, Kegiatan

1 2 3 4 5 5

1 DIIIAS TENAGA KERJA.
TRANSMIGRASI. KOPERASI. USAHA
KECIL DAN MENENGAH,

MASTUR, SE
NtP 19680314 199403 1 012

Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Transmigrasj, Koperasi, Usaha

Kecil dan lvtenengah

r.ab. Barito Ulara

Pengguna

Angsaran

DPA Dinas Tenaga Kerja, T.ansmigrasi,
Koperasi, Usaha Kecildan Menengah

Kabupal€n Barito Utara

- Belanja Operasi
- B€lanja Modal

8. DINAS PENG PENDUDUK.
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBEROAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINOUNGAN ANAK

OTs, H. MASDULHAQ. MAP

NtP'19620512 194903 1 019

Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk, Keluarga Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan

dan Pedindungan Anak

Kab. Barito Ulara

Pengguna

Anggaran

DPA Dinas Pengendalian Penduduk,

Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan PerempLtan dan

Perlindungan Anak

- a€lanja Operasi

- Belanja lrodal

DINAS KET PANGAN DAN
PERIXANAN

lr. SUGENG, MP.

NtP. 19660816 199303 1 006

Kepala Dinas Kelahanan

Pangan Dan Perikanan

Kab. Barilo Utara

Pengguna

Anggaran

DPA Dinas Ketahanan Pangan dan

Kabupalen Barito L,lara

- Belanja Operasi

- Belanja lrodal

t0 DINAS LINGKUNGAN HIOUP

IT- EDY NUGROHO, M.Si

NtP. 19630424 199403 1 006

Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Kab. Barilo Ulara

Pengguna

Anggaran

DPA Oinas Lingkungan Hjdup

Kabupalen Barito Ulara

- B€lanja Operasi

- Belanja Modal

11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

OTs, HENORO NAKALELO. M.Si,

NlP.19650311 199303 1 007

Kepala Dinas Kep€ndudukan

Dan Pencatatan Sipil

Kab. Barito Ulara

Pengguna

Anggaran

DPA Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kab. Barito Utara

- Bolanja op€rasi
- Belania ilodal

12 OINAS PERHUBUNGAN

H. FERY KUSMIADI. SE,

NlP. 19641124 198703 1 011

Kepala Dinas Perhubunsan

Kab. &r,to Ulara

Pengguna DPA Oinas Perhubungan

Kabupalen Barilo Utara

- Belania Operasi

- Belania Modal

Ket-

I

2



No.
Urut

Unit Kerja /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan
Struktural/Pokok

Ditunjuk
Sebagai

Unit Kerja / Kelompok Belanja /
Program / Kegiatan

Ket.

,l
2 3 4 6

13 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN

H. M. IKHSAN, AKS

NtP. 1969m12 199303 1 004

Kepala Dinas Komunikasi,

lnformalika dao Persandian

Kab. Barilo Ulara

Pengguna

Anggaran

OPA Dinas Komunikasi, Infomalika
Dan Persandian Kabupalen Barilo utara

" Belanja Operasi

- Belanja Modal

14 OINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

EDI KUSUMA JAYA, SE., M-M

NtP. 19710920 199803 1 010

Kepala Oanas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpado

Satu Pintu

Kab. Barilo Utara

Pengguna

Aflggaran

OPA Dinas Peflanaman Modaldan
Pelayanan Terpadu Saiu Pintu

Kabupalen Barilo Ulara.

- Belanja Operasi

- Belanja Nlodal

15 DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

Drs. APRIN SIAGA

NtP. 19660427198603 1 008

Kepala Dinas K€rsipan
dan Perpustakaan Kab.

Barilo Lrtara

Pengguna

Anggaran

DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupalen Barilo ulara

- B€lanja Operasi

- Belanja Modal

16 DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA.
KEPEMUDAAN OAN OLAHRAGA

Hj. ANNISA CAHYAWATI, S.Ag., M.Si.

NtP. 19750121 200501 2 010

Kepala Dinas Kebudayaan,

Pariwisala, Kepemudaan Dan

Olahraga Kab. Barul

Pengguna

Anggaran

DPA Dinas Kebudat?an, Pariwisala,
Kepemudaan dan Olahraga
Kab. Barilo Ulara

- B€lanja Operasi

- a€lanja Modal

17 DINAS PERTANIAN

SYAHMILUOIN A SURAPATI, SP, M.Si
NtP. 19720309 200003 1 008

Kepala Dinas Pe(anian

Kab. Barilo Utara

Pengguna

Anggaran

DPA Dinas Perlanian

Kab Barito Utara

- Belanja operasi
- Belania Modal

18. DINAS PEROAGANGAN DAN
PERINOUSTRIAN

OTs. H. HAJRANNOR

NtP. 19631019 198903 1 016

Kepala Dinas Perdagangan dan

Kab. Barito Ulara

Pengguna

Anggaran

DPA Oinas Perdagangan dan

Perinduslrian Kabupaten Barilo Utara

- Belanja op€rasi
- Belanja Modal

3



No.
Urut

Unit Kerja /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan
Skuktural/Pokok

Ditunjuk
Sebaqai

Unit Kerja / Xelompok Belanja /
Program / Kegiatan

Ket

1 2 3 4 5 6

SEKRETARIAT OAERAH

Drs- MUHLIS

NtP.'19681230 199203 1 005

Sekrelaris Daerah Kabupalen

Barilo Llara

Pengguna

Anggaran

DPA Sekrelarial Oaerah Kabupalen

Barito Ulara

- Belanja Operasi
- Belanja Modal

2a SEKRETARIAT DPRD

Drs. EOWN TUAH

NrP 19650226 198903 1 011

Sekretaris D€wan

Pe&vakilan Rakyal Daerah

Kab. Barilo Ulara

Anggaran

DPA Sekrelarial DPRD Kab. Barito Ulara

- Belaoja Operasi

- Belania l4odal

21 INSPEKTORAT

DTs. H. ELPI EPANOP

NIP 19621224 199203 1 004

lnspeKur Kab Barul Pengguna

Anggaran

DPA lnspeidorat Kab. Barilo Ulara

- Belanja Operasi

- 8€lanja irodal

22 BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG

IT- H. JAINAL AAIDIN. MAP

NtP. 19631014 199003 1 007

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan

Lilbang Kab. Barilo UIara

Pengguna

Anggaran

DPA Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Litbang Kab. Barito Ulara

- Belaoja operasi
- Belanja Modal

BADAN PENGELOLA PENDAPATAN
DAERAH

AGUS S|SWAO|, S.ft., M.tP

NtP. 19730821 200003 1 004

Kepala Badan Pengelolaan

Pendapalan Daerah

Kab. Barilo Utara

Pengguna

Anggaran

DPA Badan Pengelolaan Pendapalan

Daerah Kab- Barito tlara

- 8€lanja operasi
- Belanja Modal

24 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

DTs, JUFRIANSYAH, MAP

NrP 19691028 199003 1 012

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Asel
Pengguna DPA Badan Pengelolaan Keuangan

dan Asel dan PPKD Kab Barilo Ulara

- Belanja operasi

- Belanja I'/odal

- Belanja tidak lerduga
- Belanja Transfer
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No,
Urut

Unit Kerja /
Nama, NlP, clan Pangkat

Jabatan
Struktural/Pokok

Ditunjuk
Sebagai

Unit Kerja / K€lompok Belanja /
Prcgnm / Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 5 6

25 BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMAER DAYA
MANUSIA

H. FAKHRIFAUZI, S.Ag., MH.

NlP. 19710921 199803 1 004

Kepala Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabugalen Barito Ulara

Pengguna

Anggaran

OPA Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Barilo Ulara

- Belanja Op€rasi
- Belanja Modal

26 BAPAJ,I TESATUAN BANGSA DAN
POLITIK

MELPADONA, SKM., MAP.

NtP. '19621019198201 2 007

Kepala Badan Kesaluan

Bangsa dan Politik Kab.Ba to Utan

Pengguna

Anggaran

DPA Badan Kesaluan Bangsa dan

Polilik Kabupalen Barito Ulara

- gelanja OpeEsi
- Belanja Modal

27 BADAN PENANGGULANGAN AENCANA
OAERAH

GAZALI, S.sos
NlP. 19650815198512 1 002

Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah Kab. Barilo Ulara

Pengg(jna DPA Eadan Perlanggulangan Bencana

Daerah KabuFlen Barato Utara

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

2a KECAMATAN TENGAH

JATI PRAYOGO, S.IP
NtP. 19880418 200701 1 002

Camal Teweh Tengah Pengguna
Anggaran

DPA Kecamalan Teweh Tenqah
KabLrpalen Barilo Ulara

- Belanja Operasi

KECAMATAN TEWEH BARU

JONI, S.Pi, M.IP
NtP. 19730505 200701 1 021

Plt. Camat Teweh Baru DPA Kecamalan Teweh Baru
Kabupaleo Bar;to Lriara

- aelanja Operasi
- Belanja ti4odal

KECAMATAN TEWEH SELATAN

ASMURI, S.Pd.
NtP_ 19650720 198502 1 002

Camal Teweh Selalan Pengguna
Anggaran

OPA Kecamalan Tow€h S€lalan
Kabupalen Barilo Ulara

- Belanja Op€rasi
- Belanja Modal

31 KECAMATAN LAHEI

RUSIHAN, S.Pd
NtP. 1965012019870_1 1 004

Pengguna
Anggaran

DPA Kecamatan Lahei
Kabupaten Barilo Utara

- Aelanja operasi
- Belanja lrodal

32 KECAMATAN LAHEI BARAT

ADI SUWARMAN,SSTP., M,Si
fIP. 19831216 200212 1 002

Camat Lahei Barat Pengguna
Anggaran

DPA Kecamatan Lahei Baral
KabuFlen Barilo Ulara

- Belanja Operasi
- Belanja Modal

5
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No.
Urut

Unit Kerja /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan
Struktural/Pokok

Oitunruk
Sebagai

Unit Kerja / Kelompok Belanja /
Program / Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN TEWEH TIMUR

WNARDI, SE

NtP. 19711216 200501 1 007

Camat Teweh Timur Pengguna

Anggaran

DPA Kecamalan T.Timur
Kabupalen Barito Utara

- Pendapalan
- Belanja Operasi
- Belanja Modal

34. KECAMATAN GUNUNG TIMANG

ARSON, ST, M.Eng
NtP. 19720913 200003 1 005

Camat Gunung Timang Pengguna
Anggaran

DPA Kecamalan G.Timang
Kabupaten Barito Lrlara

- Pendapatan
- Belanja Operasi
- Belanja Modal

35 KECAMATAN GUNUNG PUREI

ESTER, SE
NrP.19640825 1986't2 1 002

Camal Gunung Purei Pengguna
Anggaran

DPA Kecamatan G. Purei
Kabupaten Barito Utara

- Pendapatan
- Belanja Operasi
- Belanja Modal

36. KECAMATAN MONTALLAT

MUHAMMAO NURGABRIANUDIN, S.Pd
NtP.19721120 199303 1 005

Pll. Camal Montallal Pengguna
Anggaran

DPA Kecamatan Montallat
Kabupalen Barilo Utara

- Pendapatan
- Belanja Operasi
- Belania Modal

*
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1

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAIT BUPATI BARITO UTARA
NoMOR $8.4s1 v 120/22

TENTANG

PEIIETAPAN PF^'ABAT YANG DIBERI WEWENANG
MENGESAHI(AN SURAT PERTANGGUNG JAWABAN

PN)A MASING-MASIilG SATUAN KERJA PERANGXAT DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSAITTAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Menimba-ng

Mengingat

BUPATI BARITO UTARA,

a. bahwa untuk pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara
Tahun Anggaran 2022 perlu menetapkan Pejabat yang diberi
wewenang mengesahkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ)
pada masing-masing SKPD;

b. bahwa berdasarkan peftimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito
Uta-ra tentang Penetapan Pejabat yang diberi wewenang
mengesahkan Surat Pertaaggung Jawaban pada masing-
masing SKPD dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun
Anggaran 2O22;

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 182O), sebagaimana telah beberapa kali
diubah teralhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapi dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Da-rurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Taiun 2O03 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
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3. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangaa antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaraa Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesla
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengal Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20lS tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturaa Pemerintah Nomor 1B Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor lI1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimaaa telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20 16
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OL9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarrbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahurl 2O2l tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 202 1 Nomor 926);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6
Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Ba-rito Uta,ra (Lembaran Daerah Kabupaten Ba-rito Utara Tahun
2020 Nomor 6, Tambahan Lembaral Daerah Kabupaten Barlto
Utara Nomor 6);

1 1. Peraturan Daerai Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun
2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022 (kmbaran
Daera,h Kabupaten Barito Utara Tahun 2O2l Nomor 7,

2



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor
32 Tahun 2OI8 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi
Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
(Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2OLB Nomor 32);

13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2O2l tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2O2l Nomor 27).

MEMUTUSKAN

Pejabat yang diberi Wewenang untuk Mengesahkan Surat
Pertanggung Jawaban (SPJ) pada masing-masing SKPD da_lam
rangka pelaksanaan APBD Kabupaten Barito Utara Tahun
Anggaran 2021, yang nama dan jabatannya sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Da-lam melaksanakan tugasnya Pejabat sebagaimana dimaksud
da-lam diktum KESATU bertanggungjawab Kepada Bupati Barito
Utara Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Daerah, melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara selaku
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD).

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 3 Januari 2022

UTARA,

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketua DPRD kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Inspekhrr Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;

J



5. Pimpinan Fl. Bank Kalteng Cabang Muara Teweh di Muara Teweh;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakal sebagaimana mestinya.
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LA PIRAN:
IIIPI'TUSA}{ BI'PATI BARITO UTARA
NoMoR laa.4sl 0 lzozz
TENTANG ?Etr{E-TAPAN PE.'A3AT YANG DIBERI WEUIET{AICG UENGESAIIXATI SUR,AT
PERTANCTGI'ITG JAWABAIT PADA UASING-MASIITG SATUAN I(ERJA PERANGXAT
DAERAII DALII}I RIINCKA PELAI{SANAAN AIIGGARAN PEI{DA.PATAIT DAN BELAITJA
DAERAII IIABI'PATEI{ BARITO UTARA TAHI'N AITGGARAIT 2022

2

No.
unit

Unit Keria /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan
Struktural/Pokok

Ditunjuk
Sebagai

unit Kerja/ Kelompok Belanja /
Program / Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 5 6

1

Drs. ARDIAN, M.Pd
NtP. 19671010 199303 1 014

DINAS PENDI DIKAN

Kepala Dinas Pefdrd kan
Kabupaten Barilo Utara

Pejabatyang
Mengesahkan SPJ

DPA Djnas Pendidikan Kabupalen
Barito Utara

' Pendapahn
' Belanja Ope.asi

Belanja Modal

H. SISWANDOYO, SKM., M,KES.
NIP 19690715 199303 1 011

DINAS KESEHATAN

Kepala Drnas Kesehatan
Kab Barito Utara

Pejabat yang
Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Kesehatan
Kabupaten Barito Lrta,a

- Pendapaian
- Belanja Operasi
- Belanja lModal

3 DINAS PEKERJAAN UI.IUM DAN
PENATAAN RUANG

M,IMAN TOPIK, SIP., M.Si.
NtP 13700923 199101 1 001

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Barilo Utara

Pejabatyang
fulengesahkan SPJ

DPA Dinas Pekerjaao Umum dan
Penalan Ruang
Kabupaten Barito Utara

- Pendapalan
- Belanja Operasi
- Belanja Modal

DINAS PERUMAHAN RAKYAT. KAWASAN
PERIIIUKIMAN DAN PERTANAHAN

H. YASER ARAFAT, ST., MI
NIP 19700804 1996031 002

Kepala Dinas Perumahan
Rakyat Kawasan Permukimafl dan
Perlanahan
Kabupaten Barilo Utara

Pelabat yang
Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukaman dan Pertanahan
Kabupaten Badto Utara

- Pendapatan
- Belanja Operasi
- BelanJa lt4odal

SATUAN POLISI PAI'ONG PRAJA DAN
PEI,IADAIiI KEBAKARAN

Drs. LEDIANTO
NrP 1 9620605 198503 1 025

Kepala Satuan Polisi Pamong
PrAa dan Pemadam Kebakaran
(abupaten Barilo L,ta€

Pejabat yang

Mengesahkan SPJ
DPA Saiuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Barito Uta.a

- Pendapatan

- Belanja Operasi

' Belanja Modal

1



No.
Urut

Unit Ke.ja /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabetan
Struktu.allPokok

Ditunjuk
Sebagai

Unit Keria / Kelompok Belania /
Program / Kegiatan

Ket-

I 2 3 4 5 6

6 DINAS SOSIAL. PET''BEROAYAAI'I
MASYARAKAT DAX DESA

EVEREADY NOOR, SE

NtP. 19670125199902 1 001

Kepala Djnas Sosial,

Pembeadayaan Masyarakal

dan Desa Kab. Barilo Utara

Pejabat yang

llengesahkan SPJ

DPA Dinas Sosial, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Xabupaten Barito Uiara

- Pendapatan

Belanja Operasa

- Belania Modal

7 DII{AS TENAGA KERJA. TRANSMIGRASI.
KOPERASI. USAHA KECIL DAN

"ENENGAH.
MASTUR, SE

NIP 19680314'199403 1 012

Kepala Ojnas Tenaga Keqa,

Transmigrasi Koperasi, Usaha

Kecil dan l\,,lenengah

Kab. Barito Utara

Pejabatyang

I\rengesahkan SPJ

DPA Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Barito Ulara

- Pendapalan

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

DINAS PENGET.IDALIAN PENOUDUK,
KELUARGA BERENCANA OAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAI.I ANAK

DTs. H. MASDULHAQ, MAP

NIP 1S620512 198903 1 019

Kepala Dinas Pengendalian

Penduduk, KeluaBa Berencana

dan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak
Kab Barito Utara

Pejabat yang

Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana dan

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

DINAS KETAHANAI{ PANGAN DAI{
PERIKANAN

IT, SUGENG, MP.

NrP 19660816 199303 1 006

Kepala Dinas Ketahanan

Pangan Dan Perikanan

Penandalangan

SPM

DPA Dinas Ketahanan Pangan dan

Kabupaten Barito Utara.

Pendapatan

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

Kepala Dinas Lingkungan

Hidup Kab. Barito Utara

Peiabat yang

Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Utara

- Pendapalan

- Belanja Operasi

- Belanja l\.,lodal

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

IT. EDY NUGROHO, M.Si
NtP 19630424 1S9403 1 006

I

2
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T5

Urut
Unit Kerja /

Nama, NlP, dan Pangkat
Jabatan

Slruktu.aUPokok
lJnit Keria / Kelompok Belania /

Program / Kegiatan
Ket.

1 2 3 4 5 5
11 DINAS KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

Drs. HEI.IDRO NAKALELO, M.Si
NlP. 19650311 139303 1 007

Kepala Dinas Kependudukan

Dan Pencatalan Sipil

Kab. Barito Utara

Pejabat yang

Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Kep€ndudukan dan

Pencatatan Sipil Kab. Ba.ito Utara
- Penclapatan

- Belanja Ope.asi

- Belanja Modal

12 DINAS PERHUBU}IGAN

H. FERY KUSiIIADI, SE.

NlP. 19641124 198703 1 011

Kepala Dinas Perhubungan

Kab. Barilo Utara

Pejabatyang

Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Perhubungan

Kabupaten Barito Utara
- Pendapatan

- Belanja Ope.asi

- Belanja Modal

DIA|AS KOMUXIKASI. INFORMATIKA DAN
PERSAT.IDIAN

H. IiI. IKHSAN, AKS

NlP. 19690612 199303 1 004

Kepala Dinas Komunikasi,

informalika dao Persandian

Xab. Barito Ulara

Pejabat yang

Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Komunikasi. lflformatika

Dan Persand;an Kabupaten Barito Utala
- Pendapalan

- Belafiia Operasj

- Belanja Modal

14. DINAS PENANAMAN MODAL DAN

EOIKUSUMA JAYA, SE., tt.M
NIP 19710920 199803 1 010

PELAYANAN TERP ADU SATU PINTU

Kepela Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pantu

Kab Baito Utara

Pejabatyang
Mengesahkan SPJ

OPA Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Barito Utara

- Pendapatan

Belanja Operasi

- Belanja Modal

DINAS KEARSIPAN DAN
PERPUSTAKAAN

DrE- APRIN SIAGA

NlP. 19660427 198603 1 008

Kepala Dinas Kearsipan

dan Perpustakaan Kab.

Barito Utara

Pejabatyang
Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Kabupaten Barjto L,tara

- Pendapalan

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

3

Ditunjuk
Sebagai
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No.
Urut

Unit Kelia /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan
Struktural/Pokok

Ditunjuk
Sebagai

Unit Kerja / Kelompok Belanja /
P.ogram / Kegiatan

Ket.

1 2 3 5 6
16. DINAS KEBUDAYAAN. PAR!WISATA.

XEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Hi. ANNISA CAHYAWATI, S.Ag., M.Si
NIP. 19750121 200501 2 010

Kepala Dinas Kebudayaan,

Pariwisala, Kepemudaan Dan

Olahraga Kab Barut

Pejabat yang

Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Kepemudaan dan Olahraga

Kab. Barito Utara

- Pendapatan

- Belania Operasi

- Belanja Modat

17

SYAHMILUDIN A SURAPATI, SP, M,Si
NIP 19720309 200003 1 008

TANIANDINAS

Kepala Dinas Pertanian

Kab. Earito lJtara

Pejabai yang

Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Pertanian

Kab Barito Utara

Pendapatan

- Belanja Operasi

Belanla Modal

DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN

DTs. H. HAJRAN OR

NlP. 19631019 198903 1 016

Kepala Dinas Perdagangan dan

Perindustrian

Kab. Barito Utara

Pejabetyang
Mengesahkan SPJ

DPA Dinas Perdagangan dan

Perindustrian Kabupaten Eanto Utara
- Pendapatan

' Be,anja Operasi

- Belanja Modal

19 SEKRETARIAT DAERAH

Ors. MUHLIS

NlP. 19681230 199203 1 005

Sekretraris Daerah Kabupaten

Barito lJtara

Pejabatyang
l engesahkan SPJ

1 OPA Sekretariat Daerah Kabupaten

Badto lJtara

- Belanja Operasi
- Belanja l odal

SEKRETARIAT DPRD

Drs. EDwlN TUAH

NlP. 19650226 I 98903 't 011

Sekretaris Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah

Kab. Barito Utara

Pejabatyang
Mengesahkan SPJ

DPA Seketariat DPRD Kab. Barito Utara

- Pendapatan

- Selanja Operasi

- Belanja Modal

21 I}ISPEKTORAT

DTs. H. ELPI EPA OP

NlP. 19621224 199203 1 004

lnspektur Kab.Barut Pejabatyang

Ivlengesahkan SPJ

DPA lnspeklorat Kab. Barito Utara

' Pendapatan

- Eelanja Op€rasi

- Belanja Modal

20.



26

No.
IJrut

Unit Kerja /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan
Strukural/Pokok

Ditunjuk
Sebagai

Unit Ke4a / Kelompok Belanja /
Program / Kegiatan

Ket.

1 2 3 5

22 BADAN PERET{CANAAN PEiIBANGUI{AN
OAERAH DAN LITBANG

lr. H. JAINAL ABlDll'I, MAP

NtP. 19631014199003 1 007

Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan

Lilbanq Kab. Bariio Utara

Peiabat yang

Mengesahkan SPJ

DPA Badan Perencanaan Pembangunan

Dae.ah Litbang Kab. Barito Utara

- Pendapalan

- Eelanja Operasi

- Belanja Modal

23 BADAiI PENGELOLA PEiIDAPATAN
DAERAH

AGUS SISWADI, S.PL, .IP

NIP 19730821 200003 1 004

Kepala Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah

Kab Barilo Utara

Pejabat yang

Mengesahkan SPJ

DPA Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah Kab. Barito Utara

- Pendapatan

- Belanja Operasi

Belanja Modal

BADAN PENGELOLAAN KEUA'.IGAN DAN
ASET DAERAH

Drs. JUFRIANSYAH, MAP

NtP. 19691028 199003 1 012

Kepala Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Asel
Kab. Badto Utara

Pejabatyang

Mengesahkan SPJ

DPA Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset dan PPKD Kab. Barito Utara
- Pendapatan

- Be,anja Operasi

- Belanja Modal

- Belanja tidak terduga

- Belanja Transfer
- Pembiayaan

BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

H. FAKHRI FAUZI, S.Ag., MH

NlP. 19710921 199803't 004

MANUSIA

Kepala Eadan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Barito Utara

Pejabat yang

Mengesahkan SPJ

DPA Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Barito Utara

- Pendapatan

Belanja Ope.asi

- Belanja Modal

BADAN KESATUAT{ BANGSA DAN
POLITIK

MELPADOiIA, SKM., MAP.

NtP. 19621019 198201 2 007

Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

Kabupaten Barito Utara

Pejabatyang
[/tengesahkan SPJ

DPA Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Badto Utara

Pendapatan

- Belan,a Operasi

- Belanja Modal

24
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No.
urut

Unit Kera /
Nama, l{lP, dan Pangkat

Jabatan
StrukturaUPokok

Ditunjuk
Sebagai

unit Kerja / Kelompok Belanja /
Prog.am / Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 6

27 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH

GAZALI, S.Sos
NtP. 19650815 198512 1 002

Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah Kab. Barito Utara

Pejabat yang

Mengesahkan SPJ

DPA Badafl Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Barito Utara

- Pendapatan

- Belanja Operasi

- Belanja L,lodal

28_ KECAMATAN TEWEH TENGAH

JATI PRAYOGO. S,IP
19880418 200701 1 002

REDDY W- NUGRAHA, S.STP, MAP
NIP 19911213 201206 1 001

NORHIDAYAT SAPITRI, SE
NIP 19731001 199303 1 008

Camai Teweh Tengah

Lurah Lanjas

Pejabat yang
Mengesahkan SPJ

Pelabat yang
Mengesahkan SPJ

Peiabat yang
Mengesahkan SPJ

DPA Kecamatan Teweh Tengah
Kabupaten Barito utaaa

- Pendapatan
- Belanja Operasi
- Belanja Modal

Dana Kelurahan Melayu

Dana Kelurahan Lanjas

KECAi'ATAN TEWEH BARU

JONI, S.Pi, M.IP
NtP 19730505 200701 1 021

ILYAS RAMAOOAN, S.HI
NtP 19821127 201101 1 004

NORHAN, S.Pd
NtP. 19791027 200903 1 004

Pejabat yang
Menge$hkan SPJ

Pejabatyang
Mengesahkan SPJ

Pejabat yang
Mengesahkan SPJ

DPA Kec€matan Teweh Batu
Kabupaten Baato ljtara

- Pendapatan
- Belanja Operasi
- Belanja Modal

Dana Keluaahan Jingah

Dana Ke urahan Jambu

30 KECAMATAT.I TEWEH SELATAN

ASMURI, S.Pd.
13650720 198502 1 002

Camat Teweh Selatan Pejabatyang
ldengesahkan SPJ

DPA Kecamatan Teweh Selatan
Kabupalen Barilo Utara

- Pendapatan
- Eelanja Operasi
- Belanja Modal

KECAMATAN LAHEI

RUSIHAN, S.Pd
NIP 19650120 198703 1 004

SURIANSYAH, A.Md

NtP. 19660215198901 1 003

SARISULANZANA. S.Hi

NtP. 19801111 200903 1 004

Camal Lahe

Llrah Laher I

Lurah Laheill

Pejabatyang
Mengesahkan SPJ

Pelabat yang

Mengesahkan SPJ

Pejabatyang

[,tengesahkan SPJ

DPA Kecamaian Lahei
Kabupalen Barito Utara

- Pendapalan
- Belanja Operasi
- Belanja Modal

Dana Kelurahan Lahei I

Dana Kelurahan Lahei ll

0
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No.
Urut

Unit Ke4a /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan
StrukturaUPokok

Ditunjuk
Sebagai

unit Ke4a / Kelompok Belanja /
Program / Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 5 6

32 KECAI'ATAiT LAHEI BARAT

ADI SUWARMAT{, SSTP., M.Si
NtP 1983r216 200212 1 002

Camat Lahe, Barat Pejabatyang
Mengesahkan SPJ

DPA Kecamatan Lahei Barat
Kabupaten Badto Utara

- Pendapatian
- B€lanja Operasi
- Belanja l\rodal

33 KECAMATAN TEWEH TIMUR

WNARDI, SE
NIP 19711216 200501 1 007

Camal Teweh Timur Pejabat yang

Mengesahkan SPJ

OPA Kecamatan T.Timur
Kabupaten Barito utrara

- Pendapatan
- Belanja Operasi
- Belanla Modal

34 KECAIIATAI{ GUNUNG TIMANG

ARSON,ST,.Eng
NtP 19720913 200003 1 005

Cemat Gunung Timang Pejabat yan9
Mengesahkan SPJ

DPA Kecamatan G.Timang
Kabupaten Earito l..,tara

- Pendapatian
- Belanja Operasi
- Belania l\rodal

Camal Gunung Purer Peiabat yang
Mengesahkan SPJ

DPA Kecamatan G. Purci
Kabupaten Banlo Utara

- Pendapatan
- Belanja Operasi
- Belanja Modal

KECAMATAN GUiTU G PUREI

ESIER, SE
NIP 19640A25 198612 1 002

Plt Camat Monlallat

Lurah Tumpung L.ung I

Lurah Tumpung Laung ll

Llrah i,,lontallat I

Lurah [,4ontallat ll

Pejabat yang
Mengesahkan SPJ

Pejabat yang

Mengesahkan SPJ

Peiabat yang

Mengesahkan SPJ

Pejabat yang

Mengesahkan SPJ

Peiabat yang

Mengesahkan SPJ

DPA Kecamatan Montallal
Kabupaten Barito Lrtara

- Pendapalan
, Belanja Operasi
- Belanja Modal

Oana Kelurahan Tumpung Laong I

Dana XeluEhan Tumpung Laung ll

Dana Kelurahan Montallat I

Dana Kelurahan Montallat ll

KECA ATATI iIONTALLAT

IIUHAIIIIAD iIURGABRIAI{UDIt{, S.Pd
NtP 19721120 199303 1 005

HERLIANSYAH, SE

NrP. 19701102199203 1 006

RAHMAD SAPUTRA, S.Sos

NrP. 19840,t27 201001 1 019

BAMBAT{G HEfuTAMO, S.Pd

NrP. 19651017 198712 1 005

LA}I8AR'IAN, S.Pd.SD

NrP. 19690315 199309 1 002

UTARA,-$_
'/,t//

I i*
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KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NoMOR $8.4516 120/22

TENTANG

PENETAPAN APARATUR SIPIL NEGARA YANG DISERAHI TUGAS
SELAKU BEITDAI{ARA PENERIMAAN DAN BENDAI{ARA

PENGELUARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAIT
ANGGARAN PEITIDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN AN(X}ARAIT 2022

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang a.

b

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badto
Utara Tahun Anggaran 2022 maka dipandang perlu
menunjuk Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran;

bahwa apa-ratur sipil negara yang tersebut dalam
iampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu
untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran dalam ralgka pelalsanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Barito Uta-ra Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Uta,ra;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimarra
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Badto Utara tentang
Penetapan Aparatur Sipil Negara yang Diserahi Tugas
Selaku Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran Dalam Rangka Pelaksanaan Angggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggarat 2022;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimaatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapi dan Daerah Tlngkat II Tabalong dengan

C

Mengingat 1.

a,

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAII

1
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4

7

8

mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Nega-ra (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, TambalnrL Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 21355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangaa antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201.4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba,haa Kedua
atas Undang-Undaag Nomor 23 Tahun 2014 tentalg
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peratural Pemerlntah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahal Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

6
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9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 926);

1O. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2
Tahun 201,6 tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Ba-rito Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahar Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Uta-ra Nomor 6 Tahun 2020
tentang Perubahal Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 6);

1 1 . Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7
Tahun 2027 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 202 1

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 20 16
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perargkat
Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38)
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengal
Peraturan Bupati Barito Uta,ra Nomor 32 Tahun 20 18
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dar Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ba-rito Uta-ra (Berita
Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 Nomor 32);

13. Peraturarr Bupati Barito Utara Nomor 27 Ta}lun 2O2l
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belartja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2027 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas selaku
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluarar dalam
rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022,
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupatan
bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari
keputusal ini.

Menetapkan

KESATU

Bendahara Penerimaan
diktum KESATU adalah :

KEDUA

3

sebagaimana dimaksud dalam



KtrTIGA

1. Mempunyai tugas dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah,
menatausahakal, dan mempertanggungjawabkan
Pendapatan Daerah yang diterimanya.

2. Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara
Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya paling
sedikit yaitu:
a. meminta bukti transaksi atas pendapatan yang

diterima langsung melalui RKUD;
b. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank

yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
c. meneliti kesesuaiaa antara jumlah uang yang diterima

dengan jumlah yang telah ditetapkan;
d. menatausahakan dan mempertanggungjawabkan

pendapatan daerah yang diterimanya; dan
e. menyiapkal dokumen pembayaran atas pengembalian

keiebihan pendapatan daerah.

3. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara
administratif dengan membuat laporan pertanggung-
jawaban secara administratif atas penerimaan pada
SKPD dan disampaikan kepada PA.

4. Bendahara Penerimaan bertanggung jawab seca-ra
fungsional dengan membuat laporan pertanggung-
jawaban secara fungsional atas penerimaan pada SKPD
dan disampaikal kepada PPKD selaku BUD.

Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud da-lam
diktum KESATU adalah
1. Mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan
SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

b. menerima darr menyimpan UP, GU, dan TU;
c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang

dikeloianya;
d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai

dengal ketentuan peraturan perundaag-undangan;
e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
f. membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif kepada PA dan laporan
pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD
secara periodik; dan

g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengal
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2, Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeiuaran
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang

ditetapkan Kepala Daerah;
b. memeriksa kas secara periodik;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik

atau dokumen fisik dari balk;

4



KEEMPAT

KELIMA

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian
belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal
dan eksternal;

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal; dan

f. pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada
SKPD yang melaksanakan fungsi BUD. peraturan
perundang-undangan.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
dilarang:
a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan

pemborongan, dan penjualan jasa;
b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan

dan/ atau penjualan jasa;
c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga

keuangan lainnya atas narna pribadi baik seca-ra
langsung maupun tidak langsung; dan

d. Larangan bagi Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Bendahara Pengelua-ran dilakukan terhadap kegiatan,
sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya
yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Muara teweh
pada tanggal 3 Januari 2022

BARITO UTARA,

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Kalimeurtan Tengah di Palangka Raya;
2. Kenta DPRD kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
3. Inspekhrr Kabupaten Barito Utara di MuaraTeweh;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Barito Utara di MuaraTeweh;
5. Pimpinan PT. Bank Kalteng Cabang Muara Teweh di Muara Teweh;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagairnana mestinya.

5



LAIIIPIRAIT :

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NOMoR t88.45/ I 120/22
TENTAITG PENITAPAN APARATUR SIPIL NBGARA YANG DISERAHI
TUGAS SELAKU BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA
PENGELUARAN DALAM RANGI{A PELA}TSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERATI TAHUN ANGGARAN 2022

No.

Urut

Unit Kerja /

Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan

Shuktural/Pokok

Ditunjuk

Sebagai

Unit Kerja I Kelompok Belanja /

Program / Kegiatan

Ket.

1 2 4 5 6

1 DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO UTARA

DADANG KARIYADI

NtP 19821211 200901 1 005

Pengatur (lllc)

Pelaksana Pada Dinas

Pendidikan kabupaten

Barito Utara

Bendahara

Pengeluaran

DPA Dinas Pendidikan

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

2 OINAS KESEHATAN

KABUPATEN BARITO UTARA

HENDI SYAHRI ALAM DK., A.Mg

NtP 19871014201001 1 006

Penata Muda (lll/a)

ULYA ULFAH, A.]IId.AK

NtP 19930131 201503 2 003

Pengatur Tk | (ll/d)

Pelaksana Pada Dinas

Kesehatan Kab Barito Utara

Pelaksana Pada Dinas

Kesehatan Kab Barito Utara

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Penerima

DPA Dinas Kesehatan

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

DPA Dinas Kesehatan

- Pendapatan

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

LINA RAHTTIAWATI

NtP 197708272047U2006

PengaturTK I (llld)

NOVAARDONO

NIP '1973'1116 2012121 001

Pengatur (lUc)

Pelaksana pada Dinas

PU dan Tata Ruang

Pelaksana pada Dinas

PU dan Tata Ruang

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Penerima

DPA Dinas PU dan Tata Ruang

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

DPA Dlnas PU dan Tata Ruang

- Pendapatan

4 DINAS PERUMAHAN RAKYAT. KAWASAN

PERIIUKIIUAN DAN PERTANAHAN

LASTIIYATI

NIP 19820908 200901 2004

Pengatur (ll/c)

Pelaksana pada

Dinas PRKPP

Bendahara

Pengeluaran

DPA Dinas PRKPP

- Belanla Operasi

- Belanja Modal

5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

ISNANIAH, SE

NtP 19730226 200704 2 046

Penata (lll/c)

Pelaksana pada

Badan Kesbangpol

Barito Utara

Bendahara

Pengeluaran

DPA Badan Kesbangpol

- Belanla Operasi

- Belanja Modal

3
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No.

Urut

Unit Kerja I

Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan

SkukturallPokok

Ditu nju k

Sebagai

Unit Kerja I Kelompok Belanja /

Program / Kegiahn

Ket.

1 2 3 4 5 6

6 SATPOL PP DAN DAMKAR

AKH. FAUZANI

NtP 19801020200901 1 003

Pengatur Tk. I (lUd)

Pelaksana pada Satpol PP

dan Pemadam Kebakaran

Bendahara

Pengeluaran

DPA Satpol PP dan Damkar

- Belanla Operasi

- Belanja Modal

7 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

SLAITIET SUWTO

NtP 19781223200801 1 010

Pengatur Tk I (ll/d)

Pelaksana pada BPBD Bendahara

Pengeluaran

DPA BPBD Kab. Barito Ulara

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

B DINAS SOS IAL. PEilIBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN DESA

RAH[IIAZMI, S.Pi.

NIP 19841 126 200604 2 009

Penata (lll/c)

Pelaksana pada Disos PMD

Kab Barito Utara

Bendahara

Pengeluaran

DPA Dinas Sosial PMD

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

I DIT'IAS TENAGA KERJA" TRANSIIIGRASI

KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH

FERANEIS PRATIW HOSANG, ST.

NtP 19860227 201001 2 026

Penata (lll/c)

Pelaksana pada Dinas

Tenaga Kerja Transmigrasi

dan Koperasi

Bendahara

Pengeluaran

DPA Dinas Nakertranskop

- Belania Operasi

- Belanja Modal

10 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

FENY YULIANTI

N IP 1 978021 '1 200801 2 016

Pengatur Tk I (ll/d)

TEW FITRIYETI

NrP 19700919 200701 2 018

Pengatur Tk l (ll/d)

Pelaksana pada Dinas

Kelahanan Pengan dan

Perikanan

Pelaksana pada Dinas

Ketahanan Pengan dan

Peflkanan

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Penerima

DPA DKPP

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

DPA DKKP

- Pendapatan

11 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

ISNA ANITA

NrP 19760701 200701 2018

Pengatur Tk I (ll/d)

JULIANA, AtIId.AK

NIP 19880730 201001 2 013

Penata lVuda Tk l (lll/b)

Pelaksana pada Dinas

Lingkungan Hidup Kab.

Barilo Utara

Pelaksana pada Dinas

Lingkungan Hidup Kab

Barito Utara

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Penerima

DPA Dinas Lingkungan Hidup

Kabupalen Barito Utara

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

DPA Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Utara

- Pendapatan

2



No.

urut

Unit Kerja i
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabahn

StrukturalrPokok

Ditunjuk

Sebagai

Unit Kerja / Kelompok gclarja i
Program / Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 5 6

12

URIANSYAH

NtP 19780427 200801 020

Pengalur Tk I (ll/d)

Pelaksana pada Disdukcapil

Kab Bardo Uta.a

Beodahara

Pengeluaran

DPA Dinas Dukcaprl

Belanla Operasr

- Belania luodal

13 NDALIAN PENDUIJUK, Kts,

PEMBERDAYAAN !E!!EUPUAN DAN PA

ASWATUI{ I{IK AH, SE

NrP 1991 1206 201503 2 004

Penala Muda Tk I (lll/b)

Pelaksana pada Dinas DaldLrk

KB PPPA

Bendahara

Penge uaran

DPA Dinas Dalduk, KB, PPPA

Kab Barito Utara

- Belanja Operasr

' Belanla Modal

14 DINAS PERHUBUNGAN

HE DRI YUNATAII

NlP 19860418 201001 1 003

Pengalur ( lic)

FIA RAHiIAWATI, AIiId.

NrP 19910604 201503 2 006

Pengatur Tk I (ll/d)

Pelaksana pada Dlnas

Pehubungan

Pelaksana pada Dinas

Perhubungan

Bendahaaa

Pengel!aran

Eendahara

Penerima

DPA D nas Perhubungan

' Belanja Operas

' Belanja lvodal

DPA Dinas Perhubungan

Perdapalan

15 DINAS DAN

PERSANDIATi

AHIIAD SUGARA

N P 1 9800729 201 406 1 004

Pengalur Muda Tk I (llib)

UM I NORNIATI,SE.iIM.IP.

NrP 19800103 20m03 2 m2

Penala Muda Tk I (llulo)

Pelaksana pada Drnas K P

Pelaksana pada Drnas KIP

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Penenma

DPA D nas KIP

- Eelanja Operasr

- Belanla Modal

DPA Dinas K P

- Pendapalan

16 DINAS PENANA}IAN DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

SAPTA SIARTY NINGSIH, SE,

NrP 19810530 201001 2 022

Penala lvlda Tk I (lll/b)

SARTIXA SUGIHARTIT{I

NIP 13820425 2m801 2 020

Pengalur Tk I (llid)

Pelaksana pada D nas

Penamoda Pelayanan

Terpadu Salu Pinlu

Pelaksana pada Dlnas

Penamoda Pelayanan

Tepadu Salu P ni!

Bendahara

Penerima

Eendahara

Penqeluaran

DPA Drnas PMPTSP

- Be anla Operasl

- Be anja lvodal

DPA D nas PN4PTSP

- Pendapatan

17 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAXAAN

BUDI,(AINOR, AId
NrP 19810326 200901 1 001

Peiata lvuda Tk (lll/b)

Pelaksana pada Dinas

Kearsipan dan Perpuslakaan

Bendahara

Penge uaran

3

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

loro 
o'n"..,0,"u"

lKecrldan [4enengah

| 
- Belania operasl

| 
- Belanja Modal

I



No.

Urut

Unit Kerja /

Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan

SkukturallPokok

Ditunjuk

Sebagai

Unit Kerja / Kelompok Belanja /

Program / Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 5 6

18, DINAS KEBUDAYAAN. PARIWSATA. KEPEIIUDAAN

DAN OLAHRAGA

NORmtLtSmATt, S.Pd.t

NlP 19660725 199203 2 007

Penala Tk l (lll/d)

YAYU DAHLIANA, S.AP

NtP 1979091 3 200901 2 002

Penata Muda (llUa)

Pelaksana pada Dinas

Budparpora Kab. Barito Utara

Pelaksana pada Dinas

Budparpora Kab. Barito Utara

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Penerima

DPA Dinas Budparpora

Kabupaten Barilo Ulara

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

DPA Dinas Budparpora

Kabupaten Bariio Utara

- Pendapatan

19 DINAS PERTANIAN

RIJALI FADLI

NIP 19800730 200003 1 001

Penata Muda Tk I (lll,b)

FITRIADI FAHiII

NtP 19840627201001 1 011

Pengalur Muda Tk I (ll,h)

Pelaksana pada Dinas

Pertanian Kab.Barito Utara

Pelaksana pada Dinas

Perlanian Kab Barito Utara

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Penerima

DPA Dinas Pertanian

- Belanja Operasi

- Belanla Modal

DPA Dinas Pertanian

- Pendapatan

20 DINAS PERDAGANGAN dAn PERINDUSTRIAN

NOOR HARTINI, SE

NIP 19820115 201001 2012

Penata (lll/c)

KORNELIUS

NtP 19771N7200701 1013

Pengatur (lUc)

Pelaksana pada Dinas

Perdagangan dan

Perinduslrian

Pelaksana pada Dinas

Perdagangan dan

Perindustrian

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Penerima

DPA Dinas Perdagangan dan

Perinduslrian

- Belanja Operasi

- Belania Modal

DPA Dinas Perdagangan dan

Perinduslrian

- Pendapatan

21 SEKRETARIAT DAERAH

FERRY RAIIADAI'II

NtP. 19850602 200604 1 003

Pengatur Tk I (ll/d)

ANGGARAINE

NtP 19740217 200701 2 0m

Pengatur (lUc)

Pelaksana Pada

Sekretariat Daerah

Kab Barito Utara

Pelaksana Pada

Sekrelariat Daerah

Kab Barito Utara

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Penerima

DPA Sekretariat Daerah dan

DPA KDH dan WKDH

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

DPA Sekretariat Daerah

- Pendapatan

4



No.

Urut

Unit Kerja /

Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan

Struktural/Pokok

Ditunjuk

Sebagai

Urit Kerja / Kelompok Belanja /

Program / K.giatan

Ket.

1 2 3 4 5 6

22 SEKRETARIAT DPRD

DI}II IARDIATI, AId
NlP 1 9830718 201503 2 004

Pefgalur Tk I (l /d)

Pelaksana pada Sekt DPRD

Kab Banto Ulara

Bendahara

Pengeluaran

DPA Sekretarial DPRD dan DPA DPRD

- Eelanja Ope.asl

- Belanja Modal

23 INSPEKTORAT

HERLINA ROLLlYAtll, S.Hut., tl.lP
NtP 19820414 201001 2 001

Penala Muda Tk I (ll,b)

Pelaksana pada lnspekloral

Kab Barut

Bendahara

Pengel!aran

DPA lnspeklorat Kab Baflto lllara

BelanJa Opelasl

- Belanja Nlodal

24 BAPPEDA. PENELITIAN OAN PENGEI{BANGAN

SU ARNO, ATd.
NIP 1981r220 200801 1012

Penala lvuda Tk I (lllb)

Pelaksana pada Bappeda

Penehlian dan Pengembangan

Kabupalen Baflto Ulara

Bendahara

Pengeluaran

DPA Bappeda L bang

- Belanla Operasi

- Belanla Modal

25 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

HARLINA RAHIAYAI,ITI, Atle
NIP 19830119 201001 2 001

Pengalur Tk l(llid)

YUSNITHA YULIANSYAH iIASIR

NrP 19771121 n07012 010

Pengatur Tk I {ll/d)

Pelaksana pada BPPD

Pelaksana pada EPPD

Bendahara

Pengeluaran

Bendahara

Penerima

DPA BPPD

Belania Operas

Belanja L4odal

DPA BPPD

- Pendapalan

26 BAOAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

FAJSAL RAHIIAN

NIP 19800309 200501 1 005

Penata Muda (lll/a)

Pelaksana pada Badan

Pengelolaan Xeuangan

dan Asel Kab Barito Ulara

Bendzhara

Pengeluaran

DPA Badan PKA Kab BariloUlara

- Belania Operasr

Belanla l\4odal

- Belanla tdak lerduga

27 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PE}IGEMBANGAN SDi'

NURYANI, SE

N lP r 9861 01 I 200604 2 004

Penata lvuda Tk I (lll/b)

Pe aksana pada Badan

Kepegawaian Daerah dan

Sumber Daya Manusla

Bendahara

Pengeluaran

DPA BKD dan SDIVI

- Belanla Operasi

BelanJa ltlodal

5



No.

Urut

Unit Kerja /

Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan

Struktural/Pokok

Ditunjuk

Sebagai

Unit Kerja / Kelompok Belanja /

Program / Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 5 o

28, KECAIIATAN TEWEH TENGAH

SITICHOIRIYAH

NIP 19800901 200604 2 01 4

Pengatur Tk. I (ll/d)

Pelaksana pada Kecamatan

Teweh Tengah

Bendahara

Pengeluaran

DPA Kanlor Kec Teweh Tengah

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

29 KECAMATAN TEWEH BARU

NORTIILADIYAH

NrP 19831026 201001 2 019

Pengatur (ll/c)

Pelaksan pada Kecamalan

Teweh Baru

Bendahara

Pengeluaran

DPA Kantor Kec Teweh Baru

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

30 KECAMATAN TEWEH SELATAN

PAUJIAH

NrP 19840611 200901 2001

Pengatur (ll/c)

Pelaksana pada Kecamatan

Teweh Selatan

Bendahara

Pengeluaran

DPA Kanlor Kec Teweh Selatan

- Belanla Operasi

- Belanla Modal

KECAIiIATAN LAHEI

KARIADI

NtP 198'10917 200801 1012

PengaturTk l (llld)

Pelaksana pada

Kecamatan Lahei

Bendahara

Pengeluaran

DPA Kanlor Kec Lahei

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

32

JJ

KECATIIATAN LAHEI BARAT

HIDAYAT TUSOLIHIN, S.Kom

NIP '19801030201001 1 005

Penata (lll/c)

Pelaksana pada Kecamalan

Lahei Barat

Bendahara

Pengeluaran

DPA Kantor Kec Lahei Barat

- Belanja Operasi

- Belanla Modal

KEcAtualAllIElUEE II

SUPARDI

NlP. 19800209 200701 1 012

Pengatur Tk I (ll/d)

Pelaksana pada

Kec Teweh Timur

Bendahara

Pengeluaran

DPA Kantor Kec Teweh Timur

- Belanja Operasi

- Belanja Modal

34 KECAMATAN GUNUNG TIMANG

MALISEI

NtP 19700725 200906 1 001

Pengatur Tk I (ll/d)

Pelaksana pada Kecamatan

Gunung Timang

Bendahara

Pengeluaran

DPA Kantor Kec. Gunung Timang

- Belanja Operasi

- Belania Modal

o

31



No.

Urui

Unlt K.rj. /

Namr, NlP, dan P.nglat
Jabatan

Struktural/Pokok

0itunjuk

Scbagaj

Unit Klria / Kelompol gclania i
Progr.nr / Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 5 6

KECAIJIATAN GUNUNG PUREI

EKO HERI SUTOPO

NtP 19750513 200604 r 004

Pengalur Tk I {ll/d)

Pelaksana pada Kec

Gunung Purei

Bendahara

Pengeluaran

DPA Kantor Kec Gunung Purei

- Bslanp Operasi

- Belania Modal

36 KECAiIATAN TOIITALLAT

BADRUII EFEI{DY

NtP 1 71n7 n12121 m1
Penoalu Muda (ll/a)

Pelaksana pada Kecamalan

ironlallal

Bendahara

Pengeluatan

DPA Kantor Kec [.{ontallal

- Belanja Operasi

- Belania Modal

BARITO UTARA,

7
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BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI XALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NoMoR 188.45/ 7 120.22

TENTANG

PENETAPAN PE.JABAT YANG DISERAHI TUGAS
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ BARANG,

BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DALAM RANGI{A PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUIT

ANGGARAN 2022

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang a

b

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
Anggaran 2022 maka dipandang perlu menetapkar Pejabat
yang diserahi tugas selaku Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;
bahwa pejabat yang tersebut dalam lampiran keputusan
ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai
Kuasa Pengguna Anggaran lBarang, dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dalam rangka pelalsanaan
Anggaran Pendapatal dan Belanja Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan
Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Barito Utara tentang Penetapan Pejabat yang
Diserahi Tugas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang,
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Dalam Rangka Pelaksanaan
Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukaa Daerah Tingkat II di Kalimartan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapi dan Daerah Tingkat II
Tabalong dengan mengubal Undarg-Undang Nomor 27

C

Mengingat 1.



2

4

5

7

B

9

6

Talun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembararr
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan anta,ra Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Ta,hun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerlntahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah
beberapa kali diubah, terakhir dengal Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O19
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaral Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaharr Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaal Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
t78rl;

Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2O2l
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dal

2



Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukaa dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ba,rito
Uta-ra Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peralgkat Daerah
Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 7 Tahun
2O2l tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito
Utara Tahun 202 1 Nomor 7, Tambahan Lembaral Daerah
Kabupaten Barito Utara Nomor 7);

12. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016
tentang Susunal Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana beberapa
ka,li diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Barito Utara
Nomor 32 Tahun 20i8 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Peralgkat Daerah Kabupaten
Barito Utara (Berita Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun
2018 Nomor 32);

13. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 27 Tahun 2O2l
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten
Barito Utara Tahun 2021 Nomor 7).

MEMUTUSI{AN:

Pejabat yang diserahi tugas selaku Kuasa Pengguna
Anggaran / Barang dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak
terpisahkan dari keputusan ini.

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Barang sebagaimala
dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

i. Atas usul Kepala SKPD pelimpahan sebagian kewenangart
meliputi:
a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas beban anggaran belanja;
b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

J

Menetapkan

KtrSATU

KEDUA



c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak
lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. meiaksanakan pemungutan retribusi daerah;
f. mengawasi pelaksanaan arggaran yang menjadi tanggung

jawabnya; dan
g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam melaksanakar tugas KPA bertanggung jawab kepada
PA.

3. Dalam ha-l kewenangan pemungutan pajak
dipisahkaa dari kewenangan SKPKD, PA
melimpahkan kewenangannya memungut pajak
kepada KPA.

daerah
dapat

daerah

4. Dalam hat PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-
TU dan SPM-LS.

5. Da1am hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang
dan jasa, KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen
sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen
dapat dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi
sesuai dengan bidang tugas pejabat pembuat komitmen
atau agen pengadaan sesuai ketentuan peraturan
peru ndang-u ndangal.

7. Daiam hal terdapat unit orgalisasi bersifat khusus, KPA
mempunyai tugas:
a. menyusun RI(A-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
b. menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
c. melakukan tindakan yang mengakibatkar pengeluaran

atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran
pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya I

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
g. mengadakan ikatan / perl anj ian ke{a sama dengan pihak

Iain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
h. menandatangali SPM;
i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit

orgalisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
k. mengawasi pelaksalaan angga-ran pada unit organisasi

bersifat khusus yang dipimpinnya;
l. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

4



KtrTIGA

m. da-lam hal tidak tidak terdapat Pegawai ASN yang
menduduki jabatar struktura,l, PA/KPA dapat
menetapkan pejabat fungsional selaku PPIK yang
kriterianya sebagai berikut:
1) pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai PPTK

seta-ra dengan ASN yang menduduki jabatan
struktural satu tingkat dibawa,h KPA dan/ atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas;

2) pejabat fungsional yang ditetapkan sebagai PPTK
menduduki jabatan sesuai dengan tugas darr
fungsinya

n. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya daiam rangka
pengelolaan keualgan daerah; dan

o. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangal.

8. Dalam ha,1 KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas
untuk mengambil alih pelimpahkan sebagian tugasnya yang
telah diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU ada]ah :

1. Memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala daerah.

2.Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan
paling sedikit meliput i:
a. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang

dalam ralgka pelaksanaal anggaran pendapatan daerah
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti transaksi atas pendapatan yarrg diterima
langsung me1a,lui RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

d. meneliti kesesuaian artara jumlah uang yang diterima
dengar jumlah yang telah ditetapkan;

e. menatausahakan dan memperta-nggungjawabkan
pendapatan daerah yang diterimanya;

f. menyiapkan dokumen pembaya-ran atas pengembalial
kelebihal pendapatan daerah;

g. Bendahara Penerimaaa Pembantu bertanggung jawab
secara administratif dengan membuat laporan
pertanggungiawaban secara administratif atas
penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan kepada
KPA; dan

h. Bendahara Penerimaal Pembantu bertanggung jawab
secara fungsional dengan membuat laporal
pertanggungjawaban secara fungsional atas penerimaan
pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara
Penerimaan.

Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATU adalah :

5
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1. Dalam hal PA melimpahkan kewenangaanya kepada KpA,
kepala daerah atas usui PPKD menetapkaa Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

2. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan
atas pertimbangan:
a) besaran anggaran; dan
b) rentang kendali dan/atau lokasi.

4. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran
pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang

ditetapkan oleh Kepala Daerah;
b. memeriksa kas secara periodik;
c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik

atau dokumen fisik dari balk;
d. menerlma dan menyetorkan atas pengembalian belalja

atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan; dan

e. menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas
pengembalian belalja akibat koreksi atau hasil
pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

5. Dalam ha1 terdapat pembentukan unit organisasi bersifat
khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangal, kepala daerah menetapkan bendahara unit
organisasi bersifat khusus.

6. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas
dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaraa.

7. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif
bertalggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

B. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab
secara administratif dengan membuat laporal pertanggung

6

3. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan
wewenang meliputi:
a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP

TU dan SPP LS;
b. menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari

Bendahara Pengeluaran;
c. menerima dan menyimpan TU dari BUD;
d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU

yang dikelolanya;
e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h. membuat laporan pertanggungiawaban secara

administratif kepada KPA dan laporan
pertarggunglawaban secara fungsional kepada
Bendahara Pengeluaran secara periodik.



jawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit
SKPD dan disampaikan kepada KPA.

9. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab
secara fungsional dengan membuat laporan pertanggung
jawaban seca-ra fungsional atas pengeluaran pada unit
SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

KELIMA Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu dilarang:
a. melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan,

dan penjualan jasa;
b. bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan

dan/atau penjualan jasa;
c. menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan

lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung; dan

d. Larangan bagi Bendahara Penerimaan Pembantu dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap
kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas
lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan
APBD.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara teweh
pada tanggal 3 Januari 2022

BARITO UTARA,

o U {
Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Ketlra DPRD kabupaten Barito Utara di MuaraTeweh;
3. Inspekhrr Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
4. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh;
5. Pimpinan Pl. Bank Kalteng Cabang MuaraTeweh di MuaraTeweh;
6. Masing-masirrg yang bersangkutan untuk dilaksarrakan sebagairnana mestinya.

*
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LAMPIRAN:
KEPUTUSAN BUPATI BARITO UTARA
NoMoR 188.45t 7 t2o22
TENTANG PENETAPAN PA'ABAT YANG DISERAIII TT'GAS SELAKI' KTIASA
PENGGUNA ANCTGARAN/BARANG DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAII
TAHUN ANCIGARAN 2022

No.

Urut

Unit Kerja,

Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan

StrukturalrPokok

Ditunjuk

Sebagai

Unil Kerja / Kelompok Belanja /
Program / Kegiatan

Ket.

1 J 4 q 6

1 DINAS PENDIDIKAN KAB.

BARITO UTARA

H. ARDIANSYAH, SE Kabid Pembinaan Pendidikan Kuasa Pengguna DPA Dinas Pendidikan

NlP. 19700904 199903 1 004 Dasar Anggaran/Penan Bidang Pendidikan Dasar

Pembina (lvla) datangan SPM

H. MONTE, S.Pd Kabid Pembinaan PAUD Kuasa Pengguna DPA Dinas Pendidikan Bidang

NIP 19690217 199103 1 008 dan Pendidikan Non-Formal Anggaran/Penan Pembinaan PAUD dan PNF

Pembina Tk. I (lv/b) (P3NF) datangan SPM

Hj. NORANtTA, SE,M.AP Kabid Pembinaan Ketenagaan Kuasa Pengguna DPA Dinas Pendidikan

NtP. 19661022 198603 2 005 Anggaran/Penan Bidang Pemebinaan Ketenagaan
lPembjna (lv/a) datangan SP[/

BEND- PENGELUARAN PEMBANTU

CITRA EKA AGUSTINA, Amd Pelaksana Dinas Pendidikan Bend. Pengeluaran DPA Dinas Pendidikan

NIP 19890820 201503 2 005 Pembantu Bidang Pembinaan Ketenagaan

Pengatur Tk. I (ll/d)

DW ARIANE J. S,AP Pelaksana Dinas Pendidikan Bend. Pengeluaran DPA Dinas Pendidikan Bid. PAUD

NlP. 19830818 200901 2 003 Pembantu dan Pendidikan Non Formal

Penata Muda Tk. I (lll/b)

ARDHU UTAMA SAPUTRA, SE Pelaksana Dinas Pendidikan Bend. Pengeluaran DPA Dinas Pendidikan

NIP 19840124200801 1 003 Pembanlu Bidang Pendidikan Dasar

Penata Muda (lll/a)

2. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

ST

il? 19740717 204801 1 420

Kepala Bidang Bina Marga Kuasa Pengguna DPA Dinas PU dan Tata Ruang

AnggaranlPenan Bdang Bina Marga

Penata Tk. I (lll/d) datangan SPM - Kegiatan Penyelenggaraan Jalan

Kabl(ota

OARMA ABADI, ST Kepala Bidang Tata Kota Kuasa Pengguna DPA Dinas PU dan Tata Ruang

NIP '19780104200501 1 007 Anggaran/Penan Bidang Tata Kota

Pembina (lVla) datangan SPM - Kegiatan Pengembangan Sistem dan

Pengelolaan Persampahan di Daerah

Kab/Kota

- KegiatanPengelolaanKeanekaragaman

Hayali KablKote

1



t{o.

Urul

Unit Kerja I
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan

Struktural/Pokok

Ditunjuk

Sebagai

Unit Kerja / Kelompok Belanja /

Program, Kegiatan

Ket.

1 2 3 4 5 b

IGNASIUS, ST Kepala Bidang Cipta Karya Kuasa Pengguna DPA Dinas PU dan Tata Ruang

NrP 19761007 200741 I 007 Anggaran/Penan Edang Cipta Karya

Penala Tl. I (lll/d) datangan SPM - Kegiatan Penyeleflggaraan lnsfrastruk

lur pada Permukiman di Kauasan

Strategis Daerah Kab/kota

- Kegiatan pengelolaan dan Pengem

bangan Sistem Penyediaan air Minum

(SPAM) di Daerah KabiKota

- Kegiatan pengelolaan dan Pengem

bangan Sistem air Limbah Donpstik

Dalam Daerah Kab/Kota

- Kegiatan PemeliharaanlRehabilitasi

Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

PATRIA, ST., MS, Kepala Bidang Tata Ruang Kuasa Pengguna DPA Dinas PU dan Tata Ruang

NtP '19730720 200501 '1 017 Anggaran/Penan Bidang Tata Ruang

Pembina (lV/a) dalangan SPM - Program Penyelenggaraan Penataan

Ruang

JUNAIDI, S.Pd Kepala Bidang Sumber Daya Air Kuasa Pengguna DPA Dinas PU dan Tata Ruang

NIP 19730510 2007A1 1 022 Anggaran/Penan Bidang Sumber Daya Air

Pembina (lv/a) datangan SPM - Program Pengelolaan SDA

SUBIYANTORO, ST., MT Kepala Balai Pengelolaan Kuasa Pengguna DPA Dinas PU dan Tata Ruang

NIP 19810731 200804 1 002 ALKAL Anggaran/Penan Balai Pengelolaan ALKAL

Penata Tk. I (llud) datangan SPM - Kegiatan Penpliharaan Barang Milik

Daerah Penunjang Urusan Pemda

BEND. PENGELUARAN PEMBANTU

RUSLINE Pelaksana Bidang Sumber Daya Bend. Pengeluaran DPA Dinas PU dan Tala Ruang

NIP 19740707 200701 2015 Air Pembantu Bidang Sumber Daya Air

PengaturTk. I (ll/d)

SEPTIANI BERTHI, SE Pelaksana Bidang Cipta Karya Bend. Pengeluaran DPA Dinas PU dan Tala Ruang

NtP. 197 40926 201212 2 001 Pembanlu Bidang Cipta Karya

Penata (lll/c)

YAYAT ULANTARI Pelaksana Bidang Tata Ruang Bend. Pengeluaran DPA Dinas PU dan Tala Ruang

NrP 19801015 200701 2007 Pembantu Bidang Tata Ruang

Pengatur Tk. I (ll/d)

ANTON SUJARWADI Pelaksana Brdang Tata Kota Bend. Pengeluaran DPA Dinas PU dan Tata Ruang

NIP 19770303 200701 1 017 Pembantu Bidang Tata Kota

Pengatur Tk. I (ll/d)

llaeRRy NoLtsA, A.Mo.

\i NrP 197 40923 2fi07 U 2 A07

Pelaksana Bidang Brna Marga Bend. Pengeluaran DPA Dinas PU dan Tala Ruang

Pembantu Bidang Bina Marga

Penata Muda Tk. I (lllib)

RUSMINIE Pelaksana Balai Pengelolaan Bend. Pengeluaran DPA Dinas PU dan Tata Ruang

NtP 19780815 200901 2 001 ALKAL Pembantu Bidang Pengelolaan ALKAL

Pengatur (lUd)

3. SEKRETARIAT OAERAH

. ROOSMADIANOR, MAP Kepala Bagian Umum Kuasa Pengguna DPA Sekretarlat Daerah Bag. Umum

NIP 19671015 199303 1 008 Anggaran/Penan

PembinaTk. | (lv/b) datangan SPM

2



No.

Urul

Unil Kerja /

Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan

StrukturalrPokok

Ditunjuk

Sebagai

Unit Kerja / Kelompok Belanja /

Program I Kegiatan

Ket.

1 2 4 6

SUGENG WALUYO, SH. Kepala Bagian Hukum Kuasa Pengguna DPA Sekretariat Daerah Bag. Hukum

NtP 19670413 199403 1 012 Anggaran/Penan

Pembina Tk. I (lv/b) datangan SPt\.4

H. PERIANSYAH, S.Pd, Kepala Bagian Organisasr Kuasa Pengguna DPA Sekretariat Daerah Bag. Organisasr

NtP 19641121 '1988'12 1 001 Anggaran/Penan

Pembina Tk. I (lv/b) datangan SP[,4

DTs. DUDY BAGUS PRASETYO, MS Kepala Bag. Adm. Pembangunan Kuasa Pengguna DPA Sekretariat Daerah Bag. Adm

NtP 19760420 198911 1 001 Anggaran/Penan Pembangunan

Pembina Tk. I (lv/b) datangan SPM

ANDI KASMITA, SE,M.AP Kepala Bag, Adm. Kesejahteraan Kuasa Pengguna DPA Sekretariat Daerah Bag Adm.

NtP 19770723200501 1 007 Rakyal dan Kemasyarakatan Anggaran/Penan Kesejahteraan Raky. & Kemasyarakatan

Penata Tingkat I (lll/d) datangan SPM

AJIRNI, S.Pd.I, M.AP Kepala Bag. Adm. Perekonomian dan Kuasa Pengguna DPA Sekretariat Daerah Bagian

NtP 19690705 198903 I 007 Sumber Daya Alam Anggaran/Penan Perekonomjan dan Sumber Daya Alam

Pembina Tk. I (lv/b) datangan SP[/

BAHRUM PODERLIN GIRSANG, SP Kepala Bagian Pemerintahan Kuasa Pengguna DPA Sekretariat Daerah Bagian

NtP 19710120 199903 1 003 Anggaran/Penan Pemerintahan

Pembina Tk. | (lv/b) datangan SP[/

HERMAN SUSANTO, SSTP,M.AP Kepala Bagian Protokol dan Komunikasj Kuasa Pengguna DPA Sekretariat Daerah Bagran

lt'ttp tsaaozto zoo212 1 oo4

_Pembina (lV/a)

Pimpinan Anggaran/Penan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

datangan SPlvl

BEND, PENGELUARAN PEMBANTU

TORMIATI Pelaksana pada Bagian Umum Bend. Pegeluaran DPA Sekretariat Daerah Bag. Umum

NtP. 19761224 200701 2 012 Pembantu

Pengatur (ll/c)

ENDANG HERAWATI Pelaksana pada SETDA Kab. Bend. Pegeluaran DPA Sekretariat Daerah Bag. Hukum

NtP 19751015 200101 2 018 Banto Utara Pembantu

Pengatur Tk. I (ll/d)

DESY ARIANI, A.Md. Pelaksana pada Bag. Organisasi Bend. Pengeluaran DPA Sekretariat Daerah Bag. Organisasi

NIP 19881214 201503 2 005 Pembantu

Pengatur Tk I (ll/d)

FAHMI NAFIRI Pelaksana pada Bag. Adm Bend. Pengeluaran DPA Sekretariat Daerah Bag. Adm.

NIP 19821113200901 1 003 Pembangunan Pembantu Pembangunan

Pengalur Tk. | (ll/d)

ASHARI PERMADY S., A.Md.

19800405 201403 I 001

Pelaksana pada Bag Kesejahteraan Bend Pengeluaran DPA Sekretariat Daerah Bagian

Rakyat dan Kemasyarakatan Pembantu Kesejahteraan Raky. & Kemasyarakatan

Pengatur Tk. | (ll/d)

INNA FARISKA, A.Md. Pelaksana pada Bagian Adm. Bend. Pengeluaran

NrP 19810604 200604 2 012 Perekonomian dan SDA Pembantu

Penata [/uda Tk. | (lll/b)

AGRARIA Pelaksana pada Bagian Bend. Pengeluaran DPA Sekretariat Daerah Bagian

NtP 19710106200701 1 015 Pemerintahan Umum Pembantu Pemerintahan tlmum

Penata Muda Tk (lll/b)

3

DPA Sekretariat Daerah Bagian Adm.

Perekonomran dan Sumber Daya Alam



Nb.

Urul

Unit Kerja /
Nama, NlP, dan Pangkat

Jabatan

StrukturalrPokok

Ditunjuk

Sebagai

Unit Kerja, Kelompok Belanja I
Program / Kegiatan

Ket.

1 J 1 5 6

4. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

H. ISMAEL MARZUKI, SE Sekretaris Badan Pengelolaan Kuasa Pengguna DPA Badan PKAD Sekretariat BPKAD

NtP 19691115 199603 1 003 Keuangan dan Aset Daerah Anggaran

Perbina Tk I (lv/b)

SARJANI RIZAL, SE Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah Kuasa Pengguna DPA BPKAD Bidang Perbendaharaan

NrP. 197206m 199203 1 004 Anggaran Daerah

Perntina (lV/a)

PARDOS TIGOR, S.Hut. Kepala Bidang Pengelolaan Kuasa Pengguna DPA BPKAD Bidang Pengelolaan

NtP 19710327 199903 1 003 Barang Mlik Daerah Anggaran Barang Milik Daerah

Psmtina (lv/a)

HERI GUNAWAN DK, ST Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Kuasa Pengguna DPA BPKAD gdang Perencanaan

NrP. 19751 122 2m501 1 009 Anggaran Anggaran

Pembina (lV/a)

CHARLES EKA CHANDRA, SE Kepala Bidang Akuntansi dan Kuasa Pengguna DPA BPKAD Bidang Akunlansi dan

NtP 19790609 200804 1 003 Pelaporan Keuangan Anggaran Pelapo(an Keuangan

Penata Tk. I (lll/d)

BENO. PENGELUARAN PEMBANTU

MUHAMMAD SE

19760621 200701 1 018

Pelaksana pada Sekretariat BPKAD Bend. Pegeluaran DPA Badan PKAD Sekretariat BPKAD

Penbantu

Penata Muda Tk. I (lllib)

HADI CANDRA, SE Pelaksana pada Bidang Bend. Pegeluaran DPA BPKAD Bidang

NIP 19770810 2007U 1 415 Perbendaharaan Daerah Pembantu PeIbendaharaan Daerah

Penata (lllic)

Hj. sRl suGrARTt, sE Pelaksana pada Bidang Bend. Pegeluaran DPA BPKAD Bidang

NrP 19770802 200801 2 020 Pengelolaan Barang Mlrk Daerah Pembantu Pengelolaan Barang Milik Daerah

Penata Muda Tk. | (lllh)

HENI ANDHIYATI, SE Pelaksana pada Badang Bend. Pegeluaran DPA BPKAD Bidang

NIP 19820430 201001 2 002 Perencanaan Anggaran Pembantu Perencanaan Anggaran

Penata Muda Tk. I (lll/b)

ERNAWATI Pelaksana pada Bidang Bend. Pegeluaran DPA BPKAD Bidang

NrP 19670706 200604 2 015 Akuntansi dan Pdaporan Keuangan Pefibantu Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Pengatur Tk. | (ll/d)

5 DINAS KESEHATAN

AR, S.KM Sekretans Dinas Kesehatan Kuasa Pengguna DPA Dinas Kesehatan oAK Fislk

NtP 19671002 198901 1 003 Anggaran

Pembina (lv/a)

ENNY FRANZIAH, S.Si, Apt Kabid Kesehatan [4asf arakat Kuasa Pengguna DPA Dinas Kesehatan Bidang

NtP 19760203 200912 2 009 Anggaran Kesehalan Masyarakat

Peribina (lv//a)

RUYANTO, S.Sos Kabid Pelayanan dan Sumber Kuasa Pengguna DPA Danas Kesehalan Btdang Pelayanan

NtP 196806M 199210 1 001 Daya Kesehatan Anggaran dan Surnb€r Daya Kesehatan

Penata Tk I (llud)

SAMPURNA MURNIYATI,SKM, M,KES Kepala Bidang Pencegahan dan Kuasa Pengguna DPA Dinas Kesehatan Bid. Pencegahan

NIP 19750910 199703 2 003 Pengendalian Penyakit Anggaran dan Pengendalian Penyakil

Penbina (lv/a)
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ttlo.

Urul

Unil Kerja /
Nama, NlP, dan Pangkal

Jabalan

Struklural/Pokok

Ditunjuk

Sebagai

Unit Kerja / Kelompok Belanja /

Program / Kegiatan

Ket.

,| 5 4 5 6

dr. TIUR MAIDA PIl. Direktur RSUD Muara Teu€h Kuasa Pengguna DPA Dinas Kesehatan

NtP 19780324 200604 2 009 Anggaran - Belanja RSUD lvluara Tet!,eh

Pembina (lV/a)

BEND. PENGELUARAN PEMBANTU

LAILAN FEBRY ARIANI S, A.Md.AK Pelaksana pada Sekretanat Bend. Pengeluaran DPA Dinas Kesehatan DAK Fisik

19930205 201503 2 004 Dinas Kesehatan Pembanlu

Pengalur Tk. I (ll.d)

EKA HARYATI, S.Kep. Pelaksana pada Bidang Kesmas Bend. Pengeluaran DPA Dinas Kesehatan Bidang

NtP. 19850517 200903 2 010 Pembantu Kesehalan Masyarakat

Penata Muda Tk. I (lll/b)

ERMIDAWATI, A.Md. Kep Pelaksana pada Bidang PSDK Bend. Pengeluaran DPA Dinas Kesehalan Edang Pelayanan

NrP 19840621 200903 2 009 Pembantu dan Sumber Daya Kesehatan

Penata Muda Tk. I (lll/b)

TRI ARISANTIKA SUSANA Pelaksana pada Bidang Bend Pengeluaran DPA Dinas Kesehatan Bid. Pencegahan

NIP 19671007 199103 2 009 Penc€gahan & Pengendalian Pembanlu dan Pengendalian Penyakil

Penata Muda Tk. I (llub) Penyakit

RINA HARTATI, S.Gz. Pelaksana pada RSUD Bend Pengeluaran DPA Dinas Kesehalan

'1 9730904 199702 2 001

lvluda Tk. I (llub)

Pembantu - Belania RSUD Muara Teu/eh

6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT,

KAWASAN PEMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

lr. KOSASIH, M.Si. Kepala Bidang Pertanahan Kuasa Pengguna DPA Dinas PRKPP Bid. Pertanahan

NIP 19650821 199603 1 003 Dinas PRKPP Anggaran/Penan

Pembina (lv/a) datangan SPM

BEND. PENGELUARAN PEMBANTU

EOWIN YUDISTIRA. S,STP Pelaksana pada Dinas PRKPP Bend. Pengeluaran DPA Dinas PRKPP Bid. Pertanahan

NtP 19971010 201908 1 001 Pembantu

Penata Muda (lll/a)

7 DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

AKHMAD PRIADI, M.,SE.

P 19750515 200604 1 019

Kepala Bidang Olah Raga Kuasa Pengguna DPA Dinas Budparpora Program

Anggaran Pengembangan Kapasjtas Daya Saing

Penata Tk. I (lll/d) Keolahragaan

NOOR ASLAH Kepala Bidang Kebudayaan Kuasa Pengguna DPA Dinas Budparpora Program

19681't 18 200003 2 004 Anggaran Pengembangan Kapasitas kebudayaan

Pembrna (lV/a)

BEND. PENGELUARAN PEMBANTU

DPA Dinas Budparpora BidangSAMSIR ALAMSYAH. S.KM Pelaksana pada Dinas Budparpora Bend. Pengeluaran

NIP 19690517 199303 1 012 Pembantu Kepemudaan dan Bidang Olahraga

Penala Tk. I (llUd)

HADRIANTO, SE Pelaksana pada Dinas Eudparpora Bend. Pengeluaran DPA Dinas Budparpora Bidang

NrP 19830808 200701 1 014 Pembantu Kebudayaan

Penata (lll/c)

5



Nb.

Urul

Unil Kerja I
Nama, NlP, dan Pangkal

Jabatan

Slruktural/Pokok

Ditunjuk

Sebagai

Unit Kerja, Kelompok Belanja /

Program / Kegiatan

Ke1.

1 2 J 4 5 b

08 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

H. INDRAYADI, SE, MAP Kepala Bidang Tata Lingkungan Kuasa Pengguna DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang

19760316 200604 1 019 Anggaran/Penan Tata Lingkungan

Pembina (lV/a) datangan SPM

HENI WAHDANIATY, ST, MT Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Kuasa Pengguna DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang

19761004 200501 2 01 1 dan Limbah 83 Anggaran/Penan Pengelolaan Sampah dan Limbah 83

Pembina (lV/a) datangan SPM

NAILIL FASIHAH, S.Pi, M,Si Kepala Bidang Pengendalian Kuasa Pengguna DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang

19671114 199603 2 002 Pencemaran dan Kerusakan Anggaran/Penan Pengendalian Pen@maran dan

Pembina (lVla) Lingkungan Hidup datangan SPIV Kerusakan Lingkungan Hidup

METHILDA TRISANA, SP Kepala Bidang Penataan dan Kuasa Pengguna DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang

19650553 198510 2 001 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Anggaran/Penan Penataan dan Peningkatan Kapasitas

Pembina (lv/a) datangan SPM Lingkungan

BEND. PENGELUARAN PEMBANTU

FITRIATUN NISA, S.Si Pelaksana pada Tata Lingkungan Bend. Pengeiuaran DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang

19831212 201 403 2 001 Pembantu Tata Lingkungan

Penata Muda Tk. I

WAHDINA MAIMUN PUSPA, S.KM Pelaksana pada Bidang Pengelolaan Bend. Psngeluaran DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang

19760109 200604 2 005 Sampah dan Limbah 83 Pembantu Pengelolaan Safipah dan Umbah 83

Penata lvluda (lll/a)

NURUL MUSYAFA'AH, A.Md Pelaksana pada Bidang Pengendalian Bend. Pengeluaran DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang

1 985031 7 201 403 2 003 Pencemaran dan Kerusakan Pembantu Pengendalian Pencemaran dan

Pengatur Tingkat I (ll/d) Lingkungan Hidup Kerusakan Lingkungan Hidup

ENDRICO ABINERRY, ST Pelaksana pada Bidang Penataan dan Bend. Pengeluaran DPA Dinas Lingkungan Hidup Bidang

19870621 201403 1 004 Peningkatan Kapasitas Lingkungan Pembantu Penalaan dan Peningkatan Kapasitas

Penata Muda Tk. I (llub) Lingkungan

09. KECAMATAN MONTALLAT

HERLIANSYAH, SE Lurah Tumpung Laung I Kuasa Pengguna DPA Kecamatan I/ontallat

NtP 19701102 199203 I 006 Anggaran/Penan Kelurahan I

Penata (lll/c) datangan SPM

WILIONO, S.Pd Pelaksana pada Kelurahan Bend. Pengeluaran DPA Kecamalan Monlallat

-'MP r979t2ot 201406 1 oor

VPenata Muda (lll/a)

Tumpung Laung I Pembantu Dana Kelurahan Turnpung Laung I

RAHMAD SAPUTRA, S.Sos Lurah Turnpung Laung ll Kuasa Pengguna Kecamatan Montallat

NtP. 19840427 201001 I 019 Anggaran/Penan Dana Kelurahan Tumpung Laung ll

Penata Tk. I (llud) datangan SPM

ALFIAN, S.Pd.SD Pelaksana pada Kelurahan Bend. Pengeluaran DPA Kecamatan lvontallat

NrP 19710905 200701 I 014 Tunpung Laung ll Pernbantu Dana Kelurahan Turnpung Laung ll

Penata (lll/c)

BAMBANG HERMANTO, S.Pd Lurah lllontallat I Kuasa Pengguna Kecamatan Montallal

NtP 19651017 198712 1 005 Anggaran/Penan Kelurahan Montallat I

Pembina (lv/a) datangan SPM
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HERWN, S.Pd Pelaksana pada Kelurahan Bend. Pengeluaran DPA Kecamatan Montallat

NtP 1983081320'1001 1 021 lvlontallat I Pembantu Dana Kelurahan Montallat I

Penata (lll/c)

LAMBARMAN, S.Pd.SD Lurah Monlallat ll Kuasa Pengguna DPA Kecamalan [/ontallat

NrP. 19690315 199309 1 002 Anggarani Penan Dana Kelurahan Montallat ll

Pembina (lv/a) datangan SPM

MARGARETHA, A.Md Pelaksana pada Kelurahan Bend. Pengeluaran DPA Kecamatan [4ontallal

NrP 19790416 201001 2 0r9 [4ontallat ll Pembantu Dana Kelurahan Montallat ll

Penata Muda Tk. I (lll/b)

10. KECAMATAN LAHEI

SURIANSYAH, A.Md. Lurah Lahei I Kuasa Pengguna DPA Kecamatan Lahei

NIP 19660215198901 1 003 Anggaran/Penan Dana Kelurahan Lahei I

Penata I(. I (lll/d) datangan SPM

WAHDAH, S.KM

NIP. 198601 18 201001 2 030

Pelaksana pada Kelurahan Lahei I Bend. Pengeluaran DPA Kecamatan Lahei

Pernbantu Dana Kelurahan Laher I

lPenata Muda Tk I (lll/b)

SARI SULANZANA, S.Hi Lurah Lahd ll Kuasa Pengguna DPA Kecamatan Lahei

NrP 19801111 200903 I 004 Anggaran/Penan Dana Kelurahan Lahei ll

Penata Tk. I (lll/d) datangan SPM

FATHURRAHIM, SIP Pelaksana pada Kelurahan Lehei ll Bend. Pengeluaran DPA Kecamatan Lahei

NtP 1979081 1 200901 1 003 Pembantu Dana Kelurahan Lahei ll

Penata Muda Tk. I (llUb)

11 KECAMATAN TEWEH BARU

ILYAS RAMADDAN, S.HI Lurah Jingah Kuasa Pengguna DPA Kecamatan Te\,rch Baru

NrP. 19821127 201101 1 004 Anggaran/Penan Dana Kelurahan Jingah

Penala (lll/c) datangan SPM

SUTANCU Pelaksana pada Kelurahan Jingah Bend. Pengsluaran DPA Kecamatan Teweh Baru

NIP 19700404 199303 1 008 Penbanlu Dana Kelurahan Jingah

Penala Muda Tk. I (lllh)

NORHAN, S.Pd Lurah Jambu Kuasa Pengguna DPA Kecamatan Te$eh Baru

NrP. 19791027 200903 1 004 Anggaran/Penan Dana Kelurahan Jambu

- 'oenata Tk. I (lll/d) datangan SP[,1

NURHAYATI, SE Pelaksana pada Kelurahan Jambu Bend. Pengeluaran DPA Kecamatan Te,reh Baru

NtP 19810828 200801 2 023 Pembantu Dana Kelurahan Jambu

Penata Muda Tk. I (lllib)

12. KECAMATAN TEWEH TENGAH

REDDY W. NUGRAHA, S.STP, MAP Lurah Melayu Kuasa Pengguna DPA Kecamatan Tedeh Tengah

NtP 19911213201206 1 001 Anggaran/Penan Dana Kelurahan Melayu

Penata (llUc) datangan SPM

MUSJADI Pelaksana pada Kelurahan N4elayu Bend. Pengeluaran DPA Kecamatan Te'rieh Tengah

NrP 19820103201001 1 008 Pernbantu Dana Kelurahan [,lelayu

Pengatur (ll/c)

NORHIDAYAT SAPITRI, SE Lurah Lanjas Kuasa Pengguna DPA Kecamatan Teweh Tengah

NtP 19731001 199303 1 008 Anggaran/Penan Dana Kelurahan Lanjas
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Penata Tk. I (lll/d) datangan SPM

RAHMADI Pelaksana pada Kelurahan Lanjas Bend Pengeluaran DPA Kecamatan Tetreh Tengah

NrP. 197901 15 200701 1 017 Pembantu Dana Kelurahan Lanlas

Penata Muda (llUa)

UTARA,

I

NADALSYAH


